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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang esensial dalam 

kehidupan manusia, memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, 

sosial, maupun hukum. Dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai 

wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh 

rahmat. Dari aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi 

kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari 

segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur 

hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-

anak.1 

Pe$rkawinan be$rtujuan untuk me$wujudkan ke$hidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Me$lalui me$dia pe$rkawinan dua 

insan yang yang be$rbe$da, baik dari se$gi fisik, asuhan ke$luarga, pe$rgaulan, 

cara be$rpikir (me$ntal), pe$ndidikan dan pe$rbe$daan lainnya disatukan dalam 

suatu ikatan suci untuk hidup be$rsama de$ngan dire$stui de$ngan jalan 

agama.2 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No$mo$r 16 Tahun 2019 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 me$nye$butkan bahwa 

 
1 Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional Di Indonesia” Journal Of Sosial Science Research, Vol. 4 No.1, 2024, Hlm 3-4. 

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080 
2 Agustin Hanapi, Shoim, “Dinamika Pencatatan Perkawinan”, Jurnal Hukum Islam & 

Peradilan, Vol. 9, No.2, 2024, Hlm 191. http://dx.doi.org/10.29300/qys.v9i2.5388 
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pe$rkawinan adalah “ikatan lahir batin antara se$o$rang pria dan se$o $rang 

wanita se$bagai suami istri de$ngan tujuan me$mbe$ntuk ke$luarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan ke$kal be$rdasarkan Ke$tuhahan yang Maha 

E$sa”.Ke$te$ntuan ini  me$ne$gaskan bahwa pe$rkawinan me$mpunyai hubungan 

yang e$rat se$kali de$ngan agama/Ke$ro$hanian se$hingga pe$rkawinan tidak 

hanya me$ngandung unsur lahir/jasmani, me$lainkan juga me$ngandung 

unsur batin/ro$hani. Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No$mo$r 16 Tahun 

2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 te$ntang 

Pe$rkawinan, me$nje$laskan te$ntang ke$absahan se$buah pe$rkawinan. Isi Pasal 

te$rse$but me$ne$gaskan bahwa “pe$rkawinan dianggap sah apabila dilakukan 

me$nurut hukum masing-masing agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu”. 

Pe$rnikahan se$ring dianggap se$bagai ikatan suci yang me$ngikat dua 

individu dalam cinta dan ko$mitme$n se$umur hidup. Namun, ke$nyataannya, 

me$skipun sudah me$nikah, tidak jarang pasangan harus me$nghadapi 

ke$nyataan pahit bahwa hubungan me$re$ka be$rakhir de$ngan pe$rce$raian. 

Fe$no$me$na ini me$ngingatkan kita bahwa cinta dan ko$mitme$n saja tidak 

cukup untuk me$njaga ke$utuhan se$buah pe$rnikahan. 

Pe$rce$raian adalah pe$mutusan te$rhadap ikatan pe$rnikahan se$cara 

Agama  dan hukum. Dalam agama me$mbe$rikan fle$ksibilitas ke$pada 

individu untuk me$ne$ntukan so$lusi te$rbaik bagi masalah dalam rumah 

tangga, te$rmasuk pilihan untuk be$rce$rai se$bagai langkah te$rakhir.3 Hukum 

 
3 Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak 

Pasca Perceraian”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No.6, November (2024), Hlm 41. 

https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610 
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po $sitif me$ngakui pe$rce$raian se$bagai                  hal yang sah jika me$me$nuhi syarat-

syarat te$rte$ntu, se$pe$rti adanya pe$rse$lisihan yang tidak dapat dise$le$saikan 

atau ke$tidakmampuan suami untuk me$me$nuhi tanggung jawabnya se$bagai 

ke$pala ke$luarga. Pro$se$dur gugatan pe$rce$raian dibe$dakan me$njadi dua je$nis, 

te$rgantung pada siapa yang me$ngajukan gugatan. Yang pe$rlu dipe$rhatikan 

saat me$ngajukan gugatan pe$rce$raian adalah me$mastikan bahwa pe$ngadilan 

yang be$rwe$nang me$ne$rima gugatan te$rse$but, baik itu pe$ngadilan umum 

atau pe$ngadilan agama, se$suai de$ngan yurisdiksinya. 

Pe$rce$raian me$rupakan alte$rnatif te$rakhir yang se$ring kali dijadikan 

pilihan untuk me$nye$le$saikan pe$rse$ngke$taan dalam pe$rkawinan maka dari 

itu dalam se$buah bahte$ra rumah tangga jika se$dang tidak baik baik saja 

pe$rce$raian      se$ring kali me$njadi jalan ke$luarnya kare$na pe$rce$raian tidak 

pe$rlu adanya ke$se$pakatan pasangan yang se$dang be$rumah tangga 

pe$rce$raian dapat dilakukan dalam ke$putusan se$pihak. Me$nge$nai 

pe$rce$raian yang te$rjadi di ke$hidupan masyarakat, me$rupakan suatu 

pe$ristiwa yang ditakuti kare$na dampaknya bukan hanya bagi pasangan 

suami istri me$lainkan juga ke$pada anak-anak dan ke$luarga ke$dua be$lah 

pihak.4 

Se$o$rang anak adalah bagian yang me$ngalami ke$rugian akibat dari 

pe$rce$raian o$rangtua me$re$ka,me$re$ka ke$hilangan pe$rhatian dan kasih 

sayang dari o$rangtua me$re$ka. Jika o$rang tua be$rce$rai ke$mungkinan be$sar 

 
4 Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, “Perspektif Hukum Islam 

Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga”, Ulumuddin : Jurnal Ilmu-

ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 1, 2024, Hlm. 2. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131  
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me$re$ka akan jarang be$rinte$raksi de$ngan anak-anak me$re$ka, lain hal nya 

jika me$re$ka masih ke$luarga utuh situasi be$rbe$da anak-anak akan 

me$ndapatkan kasih sayang se$cara utuh dari ke$dua o$rang tua. Pastinya anak 

me$nginginkan ke$luarga yang le$ngkap, saling supo$rt namun te$rkadang 

pe$rce$raian tidak bisa dihindari dan se$lalu me$njadi so$lusi atas pe$rmasalan 

ke$dua o$rang tua. Dan se$tiap o$rang tua me$mpunyai ke$wajiban untuk 

me$ncukupi se$mua yang dibutuhkan anak baik nafkah ke$butuhan mate$ri 

maupun kasih sayang dan pe$rhatian o$rang tua.  

Nafkah me$rupakan pe$nge$luaran yang digunakan untuk se$suatu 

yang baik atau dibe$lanjakan untuk o$rang-o$rang yang me$njadi tanggung 

jawabnya, yang dapat me$me$nuhi ke$pe$rluan po$ko$k se$pe$rti sandang, 

pangan dan papan atau te$mpat tinggal. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

No$mo$r 35 Tahun 2014 te$ntang pe$rlindungan anak, me$nyatakan te$ntang 

bagaimana me$ngurus, me$rawat, me$mbimbing, dan me$njaga anak; 

me$mbangun po$te$nsi dan bakat anak se$suai de$ngan fashio$n atau 

ke$mampuan se$rta minatnya, me$nghindari pe$rnikahan pada usia anak, se$rta 

me$nanamkan- nilai mo$ral karakte$r pada anak.5 Pe$ne$tapan me$nge$nai aspe$k 

pe$me$liharaan/pe$njaga anak pasca pe$rce$raian diatur dalam Pasal 41 

Undang- Undang No$mo $r 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Te$ntang Pe$rkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa 

baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

 
5 Rizki Pratama, Azhar “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian 

Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Journal Smart Law, Vol. 2, No.2,  2024, Hlm 3 
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anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila 

te$rjadi pe$rse$lisihan te$rkait ke$pe$milikan anak. Pasal 41 Undang-Undang 

No $mo $r 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 te $ntang pe $rkawinan dimana pada hakikatnya bahwa 

ke $wajiban dalam me $mbe $rikan nafkah adalah ke $wajiban ayah/mantan 

suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak 

mampu secara finansial. Dalam hal ini, mantan suami harus 

menyediakan kebutuhan hidup mantan istri selama masa iddah serta 

menanggung biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak yang lahir 

di pernikahan tersebut. Dalam Pasal 149 huruf d Ko $mpilasi Hukum 

Islam  mengatur tentang kewajiban mantan suami untuk memberikan 

nafkah hadhanah kepada anak-anaknya setelah perceraian. Nafkah 

hadhanah ini adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang belum dewasa atau belum mandiri, termasuk kebutuhan sehari -

hari, pendidikan, dan kesehatan, hingga anak tersebut mencapai usia 

21 tahun.6 Se$o$rang ayah be$rtanggung jawab atas se$luruh biaya 

pe$me$liharaan se$rta pe$ndidikan anak, se$rta apabila ayah tidak mampu untuk 

me$me$nuhi/me$ncukupi ke$wajiiban ini, pe$ngadilan be$rhak me$ne$tapkan 

bahwa ibu juga wajib untuk ikut se$rta dalam me$nanggung biaya.  

Se$buah pe$rce$raian me$mpunyai akibat hukum untuk suami, iste$ri

 maupun anak dalam      pe$rkawinan te$rse$but. Masalah suami yang tidak mau 

 
6 Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, Al-

Hukkam : Journal Of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 115.  
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me$mbe$rikan nafkah              pada ke$luarga banyak te$rjadi di se$bagian masyarakat 

Indo$ne$sia, hal se$pe$rti itu  se$ring pe$nulis jumpai dalam ke$hidupan se$hari-

hari te$rutama di lingkungan  pe$nulis di De$sa Lubuk Landai. 

De$sa Lubuk Landai adalah salah satu de$sa yang be$rada di 

Kabupate$n Bungo$, pro$vinsi Jambi yang te$rle$tak se$kitar 28,7 km dari pusat 

Ko$ta Bungo$. De$sa Lubuk Landai te$rdiri dari 1321 ke$pala ke$luarga de$ngan 

Jumlah Pe$nduduk kurang lebih 4700 yang mayo$ritas be$ragama Islam 

de$ngan mata pe$ncaharian se$bagai pe$tani kare$t. De$ngan jumlah pe$rce$raian 

dari tahun 2023-2024 se$banyak 13 pasangan mantan suami istri dan 7 

o$rang ayah yang me$lalaikan tanggung jawab nafkah te$rhadap anaknya. 

            Salah satu be$ntuk fe$no$me$na te$rse$but adalah tanggung jawab 

ayah te$rhadap nafkah anak yang te$rabaikan se$te$lah te$rjadinya pe$rce$raian, 

ada    be$be$rapa pasangan yang me$mutuskan untuk be$rce$rai  namun 

se$ring kali         me$ngabaikan hak-hak anak. Dari situlah     pe$nulis me$ne$mukan 

be$be$rapa ke$luarga dari suami yang me$lalaikan  ke$wajibannya, bahkan 

se$jak awal dari anak itu te$rlahir tidak se$kalipun suami  me$mpe$rhatikan 

ke$pe$rluan istri maupun pe$rsalinan bagi buah hatinya te$rse$but. Di lain hal 

adapula anak-anak yang tidak be$rse$ko$lah dikare$nakan ayahnya tidak ingin 

dirinya be$rtanggung jawab de$ngan alasan sudah tidak te$rikat hubungan lagi 

de$ngan mantan istri (ibu dari anak) diluar dari pada itu untuk me$mbayar 

biaya pe$ndidikan atau se$ko$lah hanya me$ngandalkan pihak-pihak te$rte$ntu 

se$pe$rti ne$ne$k atau ke$rabat de$kat lainnya, bukan dari ayah kandungnya  
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se$ndiri. 

Fakta lapangan yang pe$nulis te$mui di de$sa Lubuk Landai banyak 

anak-anak yang me$njadi ko$rban akibat pe$rce$raian ke$dua         o$rangtuanya. 

Adapun jumlah pe$rce$raian yang te$rjadi di De$sa Lubuk Landai dari tahun 

2023-2024 be$rjumlah 13 pasangan mantan suami istri. Dari data yang 

didapatkan pe$nulis me$lalui sumbe$r-sumbe$r yang dite$mukan bukti o $rang 

tua me$lalaikan dan tidak be$rtanggungjawab untuk me$me$nuhi hak anak 

pasca pe$rce$raian.  

Tabel. 1 

Data Perceraian diluar pengadilan agama 

Keterangan Jumlah 

Yang Melaksanakan Kewajiban 6 Orang 

Yang Melalaikan Kewajiban 7 Orang 

Total 13 Orang 

            Dari hasil o$bse$rvasi pe$nulis me$ne$mukan be$be$rapa anak yang 

me$njadi ko$rban pe$ne$lantaran pasca pe$rce$raian ke$dua o$rangtuanya, yang 

pe$nulis ambil se$bagai sampe$l untuk diwawancarai langsung yang bisa 

dimintai ke$te$rangan yaitu te$rdapat 7 o$rang dari 13 mantan pasangan suami 

istri yang bercerai di luar pengadilan agama. 

Pe$rmasalahan diatas me$nunjukkan bahwa para mantan 

suami(ayah) te$lah me$lalaikan ke$wajibannya dalam me$mbe$rikan nafkah 

ke$ anak-anak me$re$ka, hal ini se$sungguhnya te$lah me$langgar Pasal 41 

Undang-Undang Pe$rkawinan No$mo$r 16 Tahun 2019 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 149 huruf d 
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Ko$mpilasi Hukum Islam yaitu dalam me$mbe$rikan biaya hadhanah anak-

anaknya yang be$lum me$ncapai umur 21 Tahun. 

Fe$no$me$na ini me$narik pe$nulis untuk me$ne$liti dalam se$buah Skripsi 

te$ntang bagaimana ke$wajiban o$rang tua te$rhadap nafkah anak pasca 

pe$rce$raian dalam se$buah judul pe$ne$litian “Pelaksaan Tanggung Jawab 

Ayah          Kandung Dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian di 

Luar Pengadilan di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah  

Kabupaten Muaro Bungo”. 

B. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan uraian pe$ndahuluan yang te$lah dije$laskan , pe$nulis 

be$rtujuan untuk me$lakukan e$valuasi te$rhadap pe$laksanaan tanggung jawab 

ayah kandung dalam me$mbe$rikan nafkah anak pasca pe$rce$raian di de$sa 

lubuk landai, Ke$camatan Tanah Se$pe$nggal Lintas, Kabupate$n Bungo$. 

Langkah ini dilakukan de$ngan maksud untuk me$re$spo$ns pe$rnyataan-

pe$rnyataan e$se$nsial se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana Pe$laksanaan Tanggung Jawab Ayah Kandung dalam 

Me$mbe$rikan nafkah anak pasca pe$rce$raian di Luar pengadilan 

Agama di De$sa Lubuk Landai? 

2. Apa Akibat Hukum Jika Ayah Tidak Me $laksanakan Nafkah Ke$pada 

Anaknya Pasca Pe$rce$raian Diluar Pe$ngadilan Agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Be$rdasarkan uraian masalah yang te$lah disajikan se$be$lumnya, 

maka dite$tapkanlah sasaran pe$ne$litian se$bagai be$rikut: 
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1. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisa bagaimana pe$laksanaan 

tanggung jawab ayah kandung dalam me$mbe$rikan nafkah anak pasca 

pe$rce$raian diluar Pengadilan Pengadilan Agama di Desa Lubuk 

Landai 

2. Untuk Me$nge$tahui dan me$nganalisa Apa akibat hukum jika ayah 

tidak me$laksanakan nafkah ke$pada anaknya pasca pe$rce$raian diluar 

pe$ngadilan Agama 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam me$njalankan pe$ne$litian ini, diharapkan bahwa hasil yang 

dipe$ro$le$h akan me$mbawa manfaat yang signifikan dan dapat dire$alisasikan 

dalam be$rbagai ko$nte$ks. Manfaat dari pe$ne$litian ini dapat dirangkum 

se$bagai be$rikut: 

1. Manfaat se$cara te$o$ritis, yaitu dapat dijadikan sebagai sumbangan 

dalam ilmu pengetahuan, menambah ide dan gagasan dalam bidang 

ilmu hukum pada umumnya dan pada keimuan hukum perdata 

khususnya 

2. Manfaat se$cara praktis, dari pe$ne$litian ini harapannya dapat 

me$mbe$rikan ko$ntribusi pada ke$se$jahte$raan pada anak dan masyarakat 

se$cara ke$se$luruhan de$ngan me$nciptakan lingkungan yang le$bih 

me$ndukung bagi pe$rke$mbangan anak pasca pe$rce$raian o$rang tua. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk me$nghindari ke$salahan dalam pe$nafsiran yang 

me$nggunakan istilah-istilah te$rmino$lo$gi dalam pe$nulisan karya ilmiah 
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ini, maka pe$nulis me$mbe$rikan klasifikasi te$rkait de$finisi dalam pe$nulisan 

ini. Be$rikut pe$nje$lasan- pe$nje$lasan yang te$lah diuraikan: 

1. Pe$laksanaan 

Pe$nge$rtian pe$laksanaan be$rdasarkan Kamus Be$sar Bahasa 

Indo$ne$sia (KBBI) adalah pro$se$s, cara, pe$rbuatan me$laksanakan suatu 

rancangan, ke$putusan dan se$bagainya. Pe$laksanaan adalah suatu 

tindakan atau pe$laksanaan dari se$buah re$ncana yang sudah disusun 

se$cara matang dan te$rpe$rinci, imple$me$ntasi biasanya dilakukan 

se$te$lah pe$re$ncanaan udah dianggap siap.7 

2. Tanggung Jawab 

Me$nurut de$finisi dalam kamus Hukum, tanggung jawab 

me$rujuk pada ke$wajiban individu untuk me$me$nuhi de$ngan pantas apa 

yang te$lah di pe$rsyaratkan ke$padanya. Dalam do$minan Hukum 

Pe$rdata, pe$rtanggungjawaban me$rujuk pada ke$pastian se$o$rang untuk 

dipe$rtanggugjawabkan se$cara Hukum atas tindakan me$re$ka. Dalam 

Hukum Pe$rdata, pe$rtanggungjawaban te$rkait de$ngan pe$langgaran 

Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pe$rdata: “Se$tiap tindakan yang me$langgar hukum yang me$nye$babkan 

ke$rugian ke$pada o$rang lain, harus me$nggantikan ke$rugian te$rse$but.” 

3. Ayah 

Ayah me$rupakan tua laki laki o$rang yang di ho$rmati, se$o $rang 

 
7 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 

2006, Hlm 274 



11 
 

yang te$rikat pe$rtalian darah de$ngan anak dan se$o$rang yang me$njadi 

pe$lindung. ayah adalah o$rang yang te$rmasuk be$rtanggung jawab atas 

pe$ngasuhan anak -anaknya.8 

4. Nafkah 

Nafkah adalah be$lanja wajib yang dibe$rikan o$le$h se$se$o $rang 

ke$pada tanggungannya. Nafkah itu me$liputi ke$butuhan se$hari-hari 

se$pe$rti makanan, pakaian dan te$mpat tinggal. Ke$wajiban me$mbe$ri 

nafkah timbul kare$na ikatan pe$rnikahan, yaitu te$rhadap iste$ri, ikatan 

ke$luarga yaitu ayah te$rhadap anak-anaknya, ikatan pe$rwalian yaitu 

se$o$rang wali te$rhadap tanggungannya.  

Me$nurut bahasa Indo$ne$sia, "Nafkah" be$rarti be$lanja untuk hidup, atau 

be$kal hidup se$hari-hari. De$ngan de$mikian istilah "Nafkah" 

me$mpunyai pe$nge$rtian yang  sangat luas me$liputi se$gala se$suatu 

ke$butuhan atau ke$pe$rlua hidup dalam be$rumahtangga, me$liputi 

sandang, pangan, dan papan (te$mpat ke$diaman), biaya pe$ndidikan, 

biaya ke$se$hatan/pe$ngo$batan bagi iste$ri dan anak- anaknya, dan 

se$bagainya.9 

5. Pe$rce$raian 

Pe$rce$raian me$nurut Pasal 38 Undang-Undang No$. 16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah 

 
8 Sunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan 

Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia, Cetakan Pertama, Scopindo Media Pustaka, 2023, 

Hlm 74 
9 Muhammad Zakaria, Nurhadi, Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di 

Indonesia, 

Guepedia, 2021, Hlm 183-184 
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"Putusnya        pe$rkawinan".Pe$nge$rtian pe$rce$raian me$nurut Sube$kti adalah 

pe$nghapusan pe$rkawinan, baik de$ngan putusan hakim atau tuntutan 

suami atau istri. De$ngan adanya pe$rce$raian, maka pe$rkawinan antara 

suami dan istri me$njadi hapus. Namun, Sube$kti tidak me$nyatakan 

pe$nge$rtian pe$rce$raian se$bagai pe$nghapusan pe$rkawinan itu de$ngan 

ke$matian atau yang lazim dise$but de$ngan istilah "ce$rai mati".10 

Be$rdasarkan uraian te$rse$but diatas, dapat disimpulkan bahwa 

maksud pe$nulis dari judul ini adalah ingin me$ne$liti pe$laksanaan 

tanggung jawab ayah kandung dalam me$mbe$rikan nafkah anak pasca 

pe$rce$raian di De$sa Lubuk Landai. 

F. Landasan Teori 

Landasan te$o$ritis me$rupakan suatu ko$nse$p yang te$rdiri dari 

pe$rnyataan pe$rnyataan yang disusun se$cara te$ratur dan siste$matis. Dasar 

te$o$ritis ini me$njadi fo $ndasi yang kuat dalam pe$laksanaan se$buah 

pe$ne$litian. Te$o$ri digunakan untuk me$mbe$rikan pe$nje$lasan atau 

pe$mahaman me$nge$nai alasan di balik te$rjadinya fe$no$me$na te$rte$ntu atau 

pro$se$s-pro$se$s te$rte$ntu. Dalam ko$nte$ks ini, te$o$ri pe$rlu diuji de$ngan 

me$nggunakan data atau fakta-fakta yang dapat me$nunjukkan ke$tidak 

be$naran atau ke$tidak se$suaian, se$hingga mampu me$ne$gaskan ke$be$radaan 

se$buah struktur ko$nse$ptual yang te$ratur se$cara siste$matis, rasio$nal, 

didukung o$le$h data e$mpiris, dan juga be$rsifat simbo$lis.11 Se$bagai dasar 

 
10 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, 2013, Hlm 19-20 
11 Otje Salman, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali 

Bandung:Refika Aditama, 2013, Hlm. 4. 
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untuk me$njawab pe$rumusan masalah dalam pe$nyusunan Pro$po$sal Skripsi 

ini, akan digunakan ke$rangka te$o$ri se$bagai pijakan yang te$rpe$rcaya: 

1. Te$o$ri Tanggung Jawab Hukum 

Te$o$ri tanggung jawab hukum me$rupakan te$o$ri yang 

me$nganalisis te$ntang tanggung jawab subje$k hukum atau pe$laku 

te$rkait ke$wajiban se$se$o$rang me$laksanakan suatu pre$stasi ataupun 

yang te$lah dite$ntukan suatu no$rma hukum. Me$nurut prinsip hukum, 

Tanggung jawab adalah hasil dari ko$nse$kue$nsi dari tindakan individu 

yang be$rkaitan de$ngan mo$ral atau e$tika 

dalam me$lakukan suatu pe$rbuatan. Me$nurut Titik Triwulan, 

pe$rtanggungjawaban haruslah didasari o $le$h hal yang me$mbe$rikan 

dasar bagi se$se$o$rang untuk me$miliki hak hukum dalam me$nuntut 

o$rang lain, se$kaligus me$njadi landasan untuk me$munculkan ke$wajiban 

hukum bagi o$rang lain untuk me$mbe$rikan pe$rtanggung jawaban.12 

Hans Ke$lse$n me$miliki te$o$ri bahwasanya tanggung jawab hukum ialah 

se$se$o$rang me$miliki tanggung jawab se$cara hukum te$rhadap suatu 

pe$rbuatan te$rte$ntu atau dia be$rtanggung jawab atas se$suatu hal yang 

te$lah dipe$rbuatnya dianggap me$langgar.13 

Me$nurut hukum pe$rdata dasar pe$rtanggungjawaban dibagi 

me$njadi dua macam, yaitu ke$salahan dan risiko$. De$ngan de$mikian 

dike$nal de$ngan pe$rtanggungjawaban tanpa ke$salahan yang dike$nal 

 
12 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 

18 
13 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm. 81 
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(liability witho$ut fault) yang dike$nal de$ngan tanggung jawab risiko$ 

atau tanggung jawab mutlak (strick liability).14 Me$nurut Abdulkadir 

Muhammad te$o$ri tanggung jawab dalam pe$rbuatan me$langgar hukum 

(to$rt liability) dibagi me$njadi be$be$rapa te$o $ri, yaitu: 

a. Tanggung jawab akibat pe$rbuatan me$langgar hukum yang 

dilakukan de$ngan se$ngaja (inte$rtio $nal to$rt liability), te$rgugat 

harus sudah me$lakukan pe$rbuatan se$de$mikian rupa se$hingga 

me$rugikan pe$nggugat atau me$nge$tahui bahwa apa yang 

dilakukan te$rgugat akan me$ngakibatkan ke$rugian. 

b. Tanggung jawab akibat pe$rbuatan me$langgar hukum yang 

dilakukan kare$na ke$lalaian (ne$glige$nce$ to$rt liability), 

didasarkan pada ko$nse$p ke$salahan (co$nce$pt o$f fault) yang 

be$rkaitan de$ngan mo$ral dan hukum yang sudah be$rcampur 

baur (inte$rmingle$nd). 

c. Tanggung jawab mutlak akibat pe$rbuatan me$langgar hukum 

tanpa me$mpe$rso$nalkan ke$salahan (strick liability), didasarkan 

pada pe$rbuatannya baik se$cara se$ngaja maupun tidak se$ngaja, 

artinya me$skipun bukan ke$salahannya te$tap be$rtanggung 

jawab atas ke$rugian yang timbul akibat pe$rbuatannya.15 

Pe$milihan Te$o$ri Tanggungjawab Hukum dilakukan kare$na 

 
14 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, hlm. 48 
15Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 

503 
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te$o$ri te$rse$but tujuannya yaitu me$nyo$ro$ti ke$wajiban ayah te$rhadap 

nafkah anak pasca pe$rce$raian yang harus dipe$nuhi se$bagaimana yang 

te$rdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang No$. 16 Tahun 2019 dan 

Pasal 156 huruf (d) Ko$mpilasi Hukum Islam (KHI). Se$lain itu, te$o$ri 

ini dimaksudkan agar se$o$rang anak bisa me$ndapatkan hak nafkah atas 

ayah pasca pe$rce$raian te$rse$but. 

2. Te$o$ri Ke$adilan 

Keadilan berasal dari kata adl, merupakan serapan dari Bahasa 

Arab yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam 

kesepadanan. Keadilan dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai 

dengan haknya. hak yang dimaksud dimaknai bahwa derajatnya di 

mata Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang harus 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.16 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori keadilan Gustav 

Radbruch untuk dijadikan pisau analisis akan fenomena yang dibahas. 

Berangkat dari biografi tersebut, Gustav Radbruch mengungkapkan 

tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan 

(gerechtigkeit),kemanfaatan (zweglassigkeit), dan kepastian hukum 

(rechtssicherheit). Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari 

terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut yang kemudian diintegrasikan.17 

Berangkat dari hal tersebut, Gustav Radbruch memberikan pengertian 

 
16 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum,  cetakan kedua puluh enam, Pradnya 

Paramita, Jakata, 1996, Hlm 11-12 
17 Carl Joachim Friedrich Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 

Bandung 2004, Hlm 25 
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mengenai keadilan yakni sebagai berikut : 

a) Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (Gerechtigkeit). 

Dalam hal ini. Pendirian, pandangan dan keyakinan 

merupakan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder yang 

diarahkan kepada terciptanya atau terbentuknya keadilan 

objektif yang merupakan keadilan primer atau utama. 

Ketulusan akan kebenaran ditujukan terhadapa kebenaran. 

Keadilan objektif yang dimaksud ini juga masih menjadi 

pertanyaan. Tetapi obyek yang dimulai dari keadilan obyektif 

tidaklah sama dengan obyek keputusan tentang nilai batin 

ditujukan. Manusia selalu dianggap baik secara moral baik 

berupa watak, keinginan, dan sentimen manusia. Tata sosial 

yang ideal merupakan cita – cita dari hukum 

b) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut 

Cita Hukum (rechtsidee). Makna tersebut berarti sumber 

keadilan berasal  dari hukum positif dan cita hukum. 

c) Inti dari keadilan adalah kesamaan (Gleichheit). Dalam hal ini   

Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi 

keadilan  menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. 

Makna  mengenai persamaan disini memiliki banyak makna. 

Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah persamaan 

ini misalnya antara upah yang diberikan melihat kerjanya 

sehingga bisa disebut adil, ganti rugi akan kerugian yang 
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disebabkan. keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai 

kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah 

diberikan. Sedangkan Keadilan distributif adalah keadilan 

yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi 

haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud dalam hal ini 

misalnya tagihan mengenai pajak yang harus dibayarkan 

dengan melihat kemampuan orangnya, hiburan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keadaannya, maupun hukuman yang 

sesuai dengan apa yang telah diperbuat atau dilanggar. 

Hans Ke$lse$n me$nge$mukakan ke$adilan se$bagai pe$rtimbangan 

nilai yang be$rsifat subje$ktif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang 

be$ranggapan bahwa suatu tatanan bukan ke$bahagian se$tiap 

pe$ro$rangan, me$lainkan ke$bahagian se$be$sar-be$sarnya bagi se$banyak 

mungkin individu dalam arti ke$lo$mpo$k, yakni te$rpe$nuhinya 

ke$butuhan-ke$butuhan te$rte$ntu, yang o$le$h pe$nguasa atau pe$mbuat 

hukum, dianggap se$bagai ke$butuhan-ke$butuhan yang patut dipe$nuhi, 

se$pe$rti ke$butuhan sandang, pangan dan papan. Te$tapi ke$butuhan-

ke$butuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini 

dapat dijawab de$ngan me$nggunakan pe$nge$tahuan rasio$nal, yang 

me$rupakan se$buah pe$rtimbangan nilai, dite$ntukan o$le$h fakto$r-fakto$r 

e$mo$sio$nal dan o$le$h se$bab itu be$rsifat subje$ktif.18 

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch dan Hans Kelsen 

 
18 Hans Kalsen, General Theory of Law and State, Nusa Media, Bandung,Hlm 12 
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memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam konteks hak nafkah 

anak pasca perceraian. Teori keadilan Gustav Radbruch menekankan 

nilai moral dan kemanusiaan dalam hukum nafkah anak, sementara 

teori keadilan hans kelsen menekankan fungsi hukum sebagai tatanan 

sosial yang rasional dan adil. Keduanya saling melengkapi dalam 

menjamin bahwa hak anak atas nafkah pasca perceraian tidak hanya 

diatur secara hukum, tetapi juga ditegakkan dengan prinsip keadilan 

yang sesungguhnya demi kesejahteraan anak. 

3. Te$o$ri Pe$rlindungan Hukum 

Satjipto$ Rahajo$ me$maknai pe$rlindungan hukum de$ngan usaha 

dalam me$nge$lo$la be$ragam ke$pe$ntingan di masyarakat se$hingga tidak 

me$nimbulkan ko$nflik antar ke$pe$ntingan dan me$mastikan bahwa 

se$luruh pihak dapat me$nikmati be$rbagai hak yang diatur didalam 

hukum.19 Pe$rlindungan hukum me$miliki pe$ran pe$nting dalam 

me$ngurangi ke$mungkinan timbulnya ko $nflik dan me$nye$le$saikan 

ke$te$rtiban, ke$adilan, dan ke$pastian hukum dalam masyarakat, se$rta 

untuk me$lindungi individu atau ke$lo$mpo$k yang re$ntan. Ke$pe$ntingan 

hukum te$rle$tak pada pe$ngaturan hak dan ke$pe$ntingan manusia, 

se$hingga hukum me$miliki ke$we$nangan te$rtinggi dalam me$ne$tapkan 

dan me$lindungi ke$pe$ntingan manusia. 

Pro$se$s pe$rlindungan hukum dimulai dari ke$te$ntuan aturan dan 

hukum yang dite$tapkan masyarakat se$bagai upaya untuk me$ngatur 

 
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53 



19 
 

inte$raksi antara individu de$ngan pe$me$rintah, yang dipandang me$njadi 

wakil dari apa yang me$njadi ke$pe$ntingan masyarakat.20 Pe$rlindungan 

te$rhadap nafkah anak se$bagaimana te$rcantum dalam Pasal 41 Undang-

Undang No$mo$r 1Tahun 1974 te$ntang Pe$rkawinan dan 156 huruf (d) 

Ko$mpilasi Hukum Islam (KHI) be$rsamaan juga de$ngan Pasal 26 ayat 

(1) Undang-Undang No$mo$r 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan 

Anak. Hal ini se$cara je$las me$lindungi hak anak te$rhadap pe$ne$lantaran 

yang dilakukan o$le$h ayahnya se$te$lah pe$rce$raian yang bisa be$rdampak 

te$rhadap ke$hidupan anak te$rse$but. 

G. Orisinilitas Penelitian 

O$risinilitas Pe$ne$litian ini me$maparkan pe$rbe$daan dan pe$rsamaan 

pe$rmasalahan yang dite$liti o$le$h pe$ne$liti se$be$lumnya. Adapun be$rdasarkan 

pe$nye$lidikan pe$nulis te$rdapat pe$ne$litian se$be$lumnya yang me$ngulas te$ma 

yang sama namun de$ngan o$bje$k dan te$mpat yang be$rbe$da. Be$rikut ini 

be$be$rapa pe$ne$litian te$rhadulu yang me$miliki to$pik yang sama de$ngan 

pe$ne$litian ini: 

Tabel. 2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No. Informas

i Tulisan 

Judul Persamaa

n 

Perbedaan 

1. We$llanda 

Umi Fitri 

Ananda, 

Dahlia 

Pe$laksanaa

n 

Ke$wajiban 

Ayah dan 

Pe$rsamaan 

dari 

pe$nulisan 

Pe$ne$litian 

Pe$rbe$daan dari Pe$nulisan 

Pe$ne$litian ini de$ngan Pe$nulis 

yakni te$rle$tak pada o $bje$k dan 

te$mpat pe$ne$litian. 

 
20Ibid 
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Haliah 

Ma’a, 

Ardiansy

ah, 

mahasiwa

/i Hukum 

Ke$luarga 

Islam 

dari IAIN 

Po$ntianak

,2022 

Upaya 

Hukum 

Ibu Dalam 

Me$mbe$ri 

Nafkah 

Ke$pada 

Anak 

Pasca 

Pe$rce$raian 

di 

Ke$camatan 

Kapuas 

Kabupate$n 

Sanggau 

ini de$ngan 

Pe$nulis 

miliki 

yaitu 

te$rle$tak 

pada 

Pe$mbahasa

n te$rkait 

nafkah 

anak pasca 

pe$rce$raian 

Se$lain itu juga, Pe$ne$litian ini 

me$maparkan 

Bagaimana upaya ibu agar 

ayah me$nye$le$saikan 

ko$mitme$n dalam pe$mbe$rian 

nafkah, Se$dangkan Pe$nulis 

Bagaimana Pelaksanaan 

tanggung jawab ayah kandung 

dalam memberikan nafkah 

anak pasca pe$rce$raian di De$sa 

Lubuk Landai 

2. Azka 

Nailul 

Izzah, 

Mahasis

wi 

Hukum 

Ke$luarga 

Islam 

dari UIN 

K.H. 

Abdurrah

man 

Wahid 

Pe$kalo$ng

an, 2023 

Pe$laksanaa

n 

Tanggung 

Jawab 

O$rang Tua 

Dalam 

Pe$me$nuha

n Nafkah 

Anak 

Pasca 

Pe$rce$raian 

(Studi 

Kasus di 

Ko$ta 

Pe$kalo$nga

n) 

Pe$rsamaan 

dari 

pe$nulisan 

Pe$ne$litian 

ini de$ngan 

Pe$nulis 

miliki 

yaitu 

te$rle$tak 

pada 

pe$mbahasa

n 

te$rkait 

nafkah 

anak pasca 

pe$rce$raian 

Pe$rbe$daan dari Pe$nulisan 

Pe$ne$litian ini de$ngan Pe$nulis 

yakni te$rle$tak pada o $bje$k dan 

te$mpat pe$ne$litian. 

Se$lain itu juga, Pe$ne$litian ini 

me$maparkan Bagaimana 

tinjauan 

Hukum Islam te$rhadap 

pe$laksanaan tanggung jawab 

o$rang tua dalam pe$me$nuhan 

nafkah anak pasca pe$rce$raian 

di Ko$ta Pe$kalo$ngan, 

se$dangkan Pe$nulis 

me$maparkan Apa Akibat 

Hukum Jika Ayah Tidak 

Me$laksanakan Nafkah 

Ke$pada Anaknya Pasca 
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Pe$rce$raian diluar Pe$ngadilan 

3. Shafira 

Tsany 

Tsamara, 

mahasisw

i Ilmu 

Hukum, 

dari 

Unive$rsit

as Islam 

Indo$ne$sia

, 2020 

Pe$me$nuha

n Nafkah 

Anak 

Pasca 

Pe$rce$raian 

O$rang Tua 

di 

Kabupate$n 

Klate$n 

Pe$rsamaan 

dari 

pe$nulisan 

Pe$ne$litian 

ini de$ngan 

Pe$nulis 

miliki 

yaitu 

te$rle$tak 

pada 

pe$mbahasa

n te$rkait 

nafkah 

anak pasca 

pe$rce$raian 

Pe$rbe$daan dari Pe$nulisan 

Pe$ne$litian ini de$ngan Pe$nulis 

yakni te$rle$tak pada o $bje$k dan 

te$mpat pe$ne$litian. 

Se$lain itu juga, Pe$ne$litian ini 

me$maparkan Bagaimana 

upaya hukum yang dapat 

dilakukan anak atau 

ibu dari anak te$rse$but, ke$tika 

bapak tidak me$laksanakan 

Putusan Pe$ngadilan, 

se$dangkan Pe$nulis Bagaimana 

Pelaksanaan tanggung jawab 

ayah kandung dalam 

memberikan nafkah anak 

pasca pe$rce$raian di De$sa 

Lubuk Landai 

 

 

H. Metode Penelitian 

Pe$ne$litian yang dilakukan ini be$rtujuan untuk me$nggabungkan                            

pe$nde$katan yuridis e$mpiris, yang mana me$rupakan suatu pe$nde$katan 

pe$ne$litian langsung te$rhadap be$rbagai pe$ristiwa hukum yang te$rjadi dalam 

ko $nte$ks masyarakat. Dalam pe$laksanaannya, pe$ne$liti me$nggunakan 

se$rangkaian me$to$de$ pe$ne$litian se$bagai instrume$n analisis se$bagai be$rikut: 

1. Tipe$ Pe$ne$litian 

Pe$nulis me$manfaatkan me$to$de$ pe$ne$litian hukum e$mpris. Bahde$r 

Jo $han Nasutio$n me$makai yuridis e$mpiris de$ngan studi dalam ilmu hukum 
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yang be$rtujuan untuk me$ngo$bse$rvasi be$ragam fakta-fakta hukum yang 

be$rlaku di te$ngah-te$ngah masyarakat, dimana hal ini me$ngharuskan 

pe$nge$tahuan untuk dapat di amati dan di buktikan se$cara te$rbuka.21 Titik 

to $lak pe$nge$tahuannya te$rle$tak pada ke$nyataan atau fakta-fakta so$sial yang 

ada dan hidup di te$ngah- te$ngah masyarakat se$bagai budaya hidup 

masyarakat. 

Ciri atau karakte$r utama dari pe$ne$litian Hukum e$mpiris te$rse$but me$liputi:22 

a. pe$nde$katannya pe$nde$katan e$mpiris 

 

b. dimulai de$ngan pe$ngumpulan fakta fakta so$sial/fakta hukum 

 

c. pada umumnya me$nggunakan hipo$te$sis untuk di uji 

 

d. me$nggunakan instrume$n pe$ne$litian (wawancara, kue$sio$ne$r) 

 

e. analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan ke$duanya 

 

f. te$o$ri ke$be$narannya ko$re$spo$nde$nsi 

 

g. be$bas nilai 

Dari ciri ciri pe$ngkajian atau pe$ne$litian ilmu hukum e$mpiris 

te$rse$but, te$rlihat bahwa pe$ne$litian ilmu hukum e$mpiris le$bih me$ne$kankan 

pada se$gi o$bse$rvasinya. Hal ini be$rkaitan de$ngan sifat o$bye$ktif dan e$mpiris 

dari ilmu pe$nge$tahuan itu se$ndiri, te$rmasuk pe$nge$tahuan ilmu hukum 

e$mpiris yang be$rupaya me$ngamati fakta-fakta hukum yang be$rlaku di 

te$ngah-te$ngah masyarakat, di mana hal ini me$ngharuskan pe$nge$tahuan 

untuk dapat. Titik to$lak pe$ngamatannya te$rle$tak pada ke$nyataan atau fakta-

 
21 Brader Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan kedua, CV. Maju 

Mundur, 2016, hlm. 124-125 
22 Ibid 
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fakta so$sial yang ada dan hidup di te$ngah-te$ngah masyarakat se$bagai 

budaya hidup masyarakat. 

2. Lo $kasi Pe$ne$litian 

De$mi me$ndapatkan data yang re$le$van de$ngan pe$rmasalahan 

pe$ne$litian, pe$ne$liti me$milih Muara Bungo$, ke$camatan tanah se$pe$nggal 

lintas se$bagai lo$kasi pe$ne$litian. 

3. Spe$sifikasi Pe$ne$litian 

Pe$nulis me$manfaatkan pe$nde$katan de$skriptif analitis, me$to$de $ 

pe$ne$litian de$ngan cara me$ngumpulkan data-data se$suai de$ngan yang 

se$be$narnya ke$mudian data-data te$rse$but disusun, dio$lah dan dianalisis 

untuk dapat me$mbe$rikan gambaran me$nge$nai masalah yang ada. Yang 

be$rtujuan untuk me$nggambarkan atau de$skripsi le$ngkap te$ntang ke$wajiban 

pe$laksanaan nafkah ayah ke$pada anaknya. 

4. Sumbe$r Data Hukum 

a. Data prime$r me$rujuk ke$pada info$rmasi yang dipe$ro$le$h langsung dari 

re$spo$nde$n atau dari pe$ngamatan langsung di lo$kasi pe$ne$litian de$ngan 

me$wawancarai info$rman. 

b. Data Se$kunde$r me$rujuk info$rmasi yang didapatkan dari sumbe$r-sumbe$r 

yang te$lah ada se$be$lumnya, se$pe$rti pe$ne$litian ke$pustakaan. Data 

se$kunde$r te$rdiri dari : 

a.   Undang-Undang No$mo$r 1 Tahun 1974 te$ntang pe$rkawinan 

b.   Undang-Undang No$mo$r 23 Tahun 2022 te$ntang Pe$rlindungan 

anak dari pe$rlakuan diskriminasi, e$ksplo$itasi, pe$ne$lantaran, 
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ke$ke$jaman, ke$ke$rasan, dan pe$nganiayaan. 

5. Po $pulasi dan Sampe$l Pe$ne$litian 

a. Po$pulasi 

 

Po$pulasi me$rupakan se$luruh jumlah o$rang atau pe$nduduk di suatu 

dae$rah; jumlah o$rang atau pribadi yang me$mpunyai ciri-ciri yang 

sama, jumlah pe$nghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya 

pada suatu satuan ruang te$rte$ntu, se$ke$lo$mpo$k o$rang, be$nda, atau hal 

yang me$njadi sumbe$r pe$ngambilan sampe$l, atau suatu kumpulan yang 

me$me$nuhi syarat te$rte$ntu yang be$rkaitan de$ngan masalah pe$ne$litian.23 

Dalam ko$nte$ks pe$ne$litian ini, po$pulasi pe$rce$raian yang te$rjadi di De$sa 

Lubuk Landai. 

b. Tata cara pe$narikan sampe$l 

 

Dalam pe$ne$litian ini, me$to$de$ pe$narikan sampe$l yang digunakan adalah 

Purpo$sive$ Sample$, dalam me$ngambil sampe$l yaitu dilaksankaan 

pe$milihan sampe$l yang bisa me$njadi pe$rwakilan po$pulasinya se$rta 

me$miliki kapabilitas untuk me$mbe$rikan info$rmasi te$rkait de$ngan 

masalah yang se$dang dise$lidiki. Sampe$l dalam pe$ne$litian ini 

me$ncakup; 

a. Pasangan mantan suami istri 

b. Me$miliki anak 

6. Pe$ngumpulan Data  

 
23 Eddya Roflin, Iche Andriani, Populasi Sampel Variable, PT. Nasya Expanding 

Management, Cetakan kesatu, Liberty, 2021, hlm. 4 
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Pe$nulis me$ngo $difikasi data de$ngan me$manfaatkan Te$knik 

wawancara dimana pe$nulis akan be$rdialo$g de$ngan info$rman se$cara 

langsung. Daftar pe$rtanyaan dipe$rsiapkan se$be$lum wawancara dilakukan 

o$le$h pe$ne$liti. 

7. Analisis Data 

Info$rmasi yang sudah te$rkumpul dari sumbe$r prime$r dan se$kunde$r 

Te$lah difilte$r dan dike$lo $mpo$kkan be$rdasarkan aspe$k hukum. Se$lanjutnya, 

data te$rse$but dianalisis se$cara kualitatif, yang be$rarti analisis dilakukan 

de$ngan me$nginte$rpre$tasikan data dan me$nyajikan pe$rnyataan-pe$rnyataan 

yang didasarkan pada pe$mahaman, bukan me$ngandalkan pe$rhitungan 

statistik atau mate$matis. Hasil analisis ini disajikan dalam be$ntuk tulisan 

dalam skripsi ini. 

I. Sistematika Penulisan 

Pe$nguraian pada naskah ini disusun se$cara siste$matik me$lalui 

pe$njabaran se$cara be$rtahap untuk me$mpe$ro$le$h pe$mahaman yang 

ko $mpre$he$nsif  te$rhadap isi skripsi. Tiap bab me$miliki sub-bab yang te$rkait 

e$rat satu sama lain, se$hingga te$rdapat ke$te$rkaitan yang kuat antara bab-bab 

te$rse$but. Be$rikut adalah struktur pe$nulisan yang diado$psi dalam skripsi ini: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini me$rupakan bagian yang 

me$nge$mukakan se$luruh e$le$me$n pe$nting yang te$lah disajikan se$pe$rti latar 

ke$rangka ko$nse$ptual yang digunakan, dasar te$o$ritis yang me$njadi 

landasan, me$to$do$lo$gi pe$ne$litian yang dite$rapkan, dan struktur pe$nulisan 

yang te$ro$rganisir. Bagian ini me$miliki pe$ran krusial dalam me$mbe$rikan 



26 
 

Gambaran me$nye$luruh se$rta me$nghubungkannya de$ngan to$pik-to$pik yang 

akan dibahas le$bih me$ndalam pada bab-bab be$rikutnya. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bagian ini me$ngulas be$be$rapa 

de$finisi de$ngan me$rujuk pada be$rbagai sumbe$r dan lite$ratur yang re$le$van 

de$ngan to$pik pe$ne$litian ini. Se$bagai bagian dari ke$rangka te$o$ritis, bab ini 

akan me$njadi landasan bagi pe$mbahasan yang akan dije$laskan le$bih lanjut 

pada bab- bab be$rikutnya. 

BAB III PEMBAHASAN. Bagian ini akan me$nguraikan se$cara 

te$rpe$rinci Te$ntang pe$laksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam  

me$mbe$rikan nafkah anak pasca pe$rce$raian di luar pe$ngadilan di De$sa 

Lubuk Landai, Kabupate$n Muaro$ Bungo$. 

BAB IV PENUTUP. Bab ini me$nggambarkan rangkuman dari 

to $pik- to$pik yang te$lah dibahas se$be$lumnya dan me$mbe$rikan re$ko$me$ndasi 

untuk me$mbe$rikan dampak po$sitif dan manfaat yang be$rharga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


